
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN MAGELANG 
Nomor : 13  Tahun 2006   Serie : A    Nomor :  4   

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 

NOMOR  4  TAHUN 2006 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 

2006 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI MAGELANG, 

 
Menimbang   : a.  bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah 

dan adanya penyesuaian akibat adanya  
perubahan penerimaan daerah serta adanya 
kebutuhan-kebutuhan yang mendesak maka 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2006 perlu diadakan 
penyesuaian; 
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b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada 
huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2006 yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah; 

 

Mengingat   :   1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis 
Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 
Tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara  Tahun 1950) dan 
Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1982 
tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten 
Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke 
Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten 
Daerah Tingkat II  Magelang (Lembaran 
Negara Tahun 1982 Nomor 36); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 

 

3 

3.  Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3685) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4048); 

4.  Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3688) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3988); 

5.  Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3851); 

6.  Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4389); 
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7.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

8.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437); 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4548); 

9.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah  ( Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 104  Tahun 
2000 tentang Dana Perimbangan ( 
Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021 ); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 
2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4024); 

 

5 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 
2000 tentang Tata Cara Pertanggung 
jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 
2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor  65 Tahun 
2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4138); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 
2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 


